












PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SECARA DAMAI DALAM  




TRIYA WULANDARI. S 













PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SECARA DAMAI DALAM  






TRIYA WULANDARI. S 








Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi 
Sarjana dalam Program Bagian Hukum Acara  
















































Assalamu‟ alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan nikmat dan 
karuniaNya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. 
Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam 
rangka untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 
dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Syafaruddin 
dan Ibunda Hj. Fatimah serta kakanda Adi Irawan S.,S.E., dan Wiwik 
Afriani S.,A.md.Keb. yang penuh kasih sayang, kesabaran, pengertian dan 
ketulusan telah memberikan bantuan materil dan moril serta doa yang tulus 
dan dukungannya demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses 
pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana. 
Dalam penyelesaian skripsi ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena 
itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :  






2. Bapak Prof.Dr.H.M.Arfin Hamid,S.H.,M.H., selaku pembimbing I dan 
Bapak Achmad,S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak 
memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada penulis 
selama proses penyelesaian skripsi ini.  
3. Ibu Fauziah P.Bakti,S.H.,M.H., Ibu Rastiawaty,S.H.,M.H., dan Bapak 
H.Ramli Rahim,S.H.,M.H selaku penguji 
4. Bapak dan ibu Dosen/Staff pengajar pada fakultas hukum yang telah 
banyak memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.  
5. Ketua Pengadilan Agama Makassar, hakim, panitera beserta stafnya 
yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama 
melakukan penelitian 
6. Sahabat-sahabat  J.N.K khususnya Bani Perdatawati Hasanuddin dan 
Emi Humairah Hamzah yang telah banyak membantu dan memberi 
masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
7. Teman-teman KKN Gelombang 85 Universitas Hasanuddin Posko 
Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur. 
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik 




Mohon maaf bila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 
kekurangan. Demikian, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat 
kepada kita semua dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 








Triya Wulandari. S ( B 111 10 347 ), “Pelaksanaan Pembagian Warisan 
Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj Di Pengadilan Agama Makassar”. Di 
bawah bimbingan Bapak Arfin Hamid. sebagai pembimbing I dan Bapak 
Achmad sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pembagian 
warisan secara amai dalam bentuk takharuj di Pengadilan Agama Makassar 
dan apa saja kekurangan dan kelebihan pada pembagian warisan dalam 
bentuk takharuj di Pengadilan Agama Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar yaitu Pengadilan Agama 
Makassar dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi 
yang terkait lansung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini hakim 
Pengadilan Agama Makassar dan juga melakukan pengumpulan data-data 
berkenaan dengan objek penelitian. Selain itu Peneliti juga melakukan studi 
kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 
skripsi ini. 
Hasil penelitian adalah (1) pelaksanaan pembagian warisan secara 
damai dalam bentuk takharuj di Pengadilan Agama sah dilaksanakan selama 
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati 
bersama oleh para ahli waris, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan 
aturan pembagian warisan yang ditetapkan dalam pembagian warisan dalam 
hukum Islam tetapi hal tersebut dibenarkan guna kemaslahatan bersama. (2) 
kelebihan dalam bentuk pembagian warisan secara takharuj ini adalah 
mampu menyelesaikan perkara kewarisan secara damai dan menghindari 
terjadinya perselisihan yang berkelanjutan diantara ahli waris serta 
pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan dan segera dapat 
dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing ahli waris. Kekurangannya 
adalah tidak dijelaskannya kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris 
yang seharusnya diterima dalam pasal perdamaian dan tidak ada pernyataan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum Islam meupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah, ia 
menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai 
kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud 
Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat dan kudrat Allah. Aturan Allah 
tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat 
Allah dan karena itu kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan 
perwujudan dari iman kepada Allah. 
Di antara hubungan yang mengatur hubungan sesama manusia yang 
ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan 
pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang 
ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan 
tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa jumlahnya serta 
bagaimana cara mendapatkannya. 
Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan 
tidak akan terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa 
kematian akan mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan 
menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Kematian 
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merupakan peristiwa hukum, tidak hanya kepada orang yang akan menajadi 
ahli waris, tetapi juga kepada harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. 
Manusia tidak jarang lupa karena masalah harta, manusia tidak jarang 
lupa bahwa harta itu merupakan suatu cobaan yang harus 
dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Puncak cobaan harta manusia 
akan terjadi ketika dia meninggal dunia. Seberapa jauh dia dapat mendidik 
anak-anaknya dalam membagi waris.1 Sebagai makhluk yang hidup 
bermasyarakat diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan 
dalam lingkup kehidupan manusia dan sesamanya. Manusia tidak dapat 
hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. 
Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang 
memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga 
negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum sedangkan 
hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku 
dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi 
hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat 
ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.2 Adanya ketiga 
sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta 
dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia.  
                                                          
1
 H.R. Otje Salman, 2006, Hukum waris Islam (Bandung: Refika Mediatama), h.2 
2
 R. Subekti, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa), h.10 
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Setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama dan INPRES Nomor 1 tahun 1991 yang lebih dikenal 
dengan Kompilasi Hukum Islam, sedikit banyak telah menambah khasanah 
hukum positif Indonesia, baik untuk kepentingan hukum bagi umat Islam 
maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Keberlakuannya tentu membawa 
manfaat bagi para pencari keadilan serta menjadi tonggak keberlakuan 
hukum Islam di Indonesia. 
 Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam 
tersebut oleh hakim Peradilan Agama dapat digunakan untuk memeriksa, 
merumuskan dan memutuskan perkara tertentu dengan menggunakan dalil-
dalil berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Artinya umat Islam telah 
mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian syariat Islam dalam 
hukum positif. Dilihat dari segi hukum positif dengan di berlakukannya 
Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam masyarakat 
dapat diberikan pilihan (opsi) dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu 
seperti kewarisan. Apakah mereka akan menggunakan hukum islam ataukah 
hukum adat sebagai acuannya. 
 Pada dasarnya hukum kewarisan menyangkut tiga hal, yakni pewaris, 
harta peninggalannya dan ahli waris. Apabila dikaitkan dengan sisi 
kemaslahatan manusia serta apabila terjadi sengketa kewarisan di 
Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam ataupun di Pengadilan Negeri 
bagi yang beragama selain Islam di Indonesia, tidak lagi pada tataran 
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penentuan ahli waris, harta warisan dan besarnya pembagian masing-
masing, tetapi sampai kepada pembagian harta warisan kepada ahli waris 
yang berhak. 
Dalam pasal 49 (1) Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan 
bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
menyelesaikan dan memutus perkara tingkat pertama antara orang-orang 








8. Shadaqah; dan 
9. Ekonomi syariah 
Pembagian warisan dalam islam memiliki kedudukan penting karena 
kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia dan 
apabila terjadi suatu kematian maka akan timbul akibat hukum, yaitu tentang 
pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. 
Warisan juga sangat rentan menimbulkan perselisihan terutama di antara 
para ahli waris, khususnya dalam pembagian harta warisan. 
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Dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu 
pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia 
pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan 
dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli 
waris. Kecenderungan manusia yang berlebihan untuk memeiliki dan 
menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku 
menzalimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga 
berujung pada putusnya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. 
Oleh karena itu, Islam menghadapi realitas ini dengan mengatur proses 
pembagian harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat Al-
Qur‟an dan hadits.3 
Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah 
menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi 
hukum positif di Indonesia. Ada saja persoalan dalam kewarisan yang sering 
menimbulkan sengketa, namun tidak jarang pula pembagian harta warisan 
dilakukan dengan jalan damai (islah) antara para ahli waris. Penyelesaian 
masalah kewarisan Islam ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.4 
Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan 
                                                          
3
 Syahrisal Abbas, 2011, Mediasi; Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: 
Kencana ), h.196 
4
 Harijah Damis, 2012, Memahami Pembagian Warisan Secara Damai (Jakarta: MT.Al-Itqon), h.128 
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Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama 
dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sehingga masalah 
kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dalam 
penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam. 
Pada perkara perdata, wajib bagi majelis hakim untuk mendamaikan 
pihak yang bersengketa sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara 
(Pasal 154 Rbg./130 HIR), bahkan Mahkamah Agung RI., mengintensifkan 
proses perdamaian dengan cara memasukkan proses mediasi ke dalam 
prosedur beracara di Pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia (PERMA RI.) nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 
Keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam. Hal 
yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut 
Hukum Kewarisan Islam adalah adalah tentang hak sama-sama dan saling 
mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 antara 
porsi laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam 
mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang 
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diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang 
harus ditanggungnya diantara para ahli waris.5  
Terkadang dalam keadaan tertentu ahli waris merasa pembagian 
warisan 2 : 1 tidak adil atau kurang cocok untuk diterapkan. Dalam proses 
beracara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan dikenal 
istilah takharuj, yaitu salah satu bentuk pembagian warisan secara damai 
dimana proses pembagiannya lebih mengutamakan pada musyawarah dan 
kesepakatan para ahli waris. 
Bila dikaitkan dengan aturan hukum Islam, pembagian warisan dalam 
bentuk takharuj sangat mungkin akan menyimpang dari ketentuan 
pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur‟an yang 
mengutamakan prinsip keadilan dimana laki-laki mendapat 2 bagian, dan 
perempuan memperoleh 1 bagian. Karena dalam pembagiannya para ahli 
waris lebih berperan dalam menentukan cara maupun besarnya pembagian 
dan tidak terlalu mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam al-
Qur‟an maupun hadits. 
Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih jauh 
mengenai pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharuj di 
Pengadilan Agama yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Agama Makassar. 
                                                          
5
 Ahmad Zahari, 2003, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi’i, hazairin dan KHI (Pontianak: Romeo 
Grafik), h. 25 
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B. Rumusan Masalah 
Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana keabsahan pembagian warisan secara damai dalam bentuk 
takharuj di Pengadilan Agama? 
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembagian warisan secara 
damai dalam bentuk tahkaruj di Pengadilan Agama? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui keabsahan pembagian warisan secara 
damai dalam bentuk takharuj di Pengadilan Agama. 
b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembagian 
warisan secara damai dalam bentuk takharuj di Pengadilan 
Agama. 
b. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di 
bidang hukum, sehubungan dengan aturan tentang pembagian 
warisan dalam bentuk takharuj. Kegunaan penelitian ini mencakup: 
a. Kegunaan ilmiah, yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
khususnya yang berhubungan dengan pembagian warisan secara 
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damai dalam bentuk takharuj. Di samping itu dapat menjadi bahan 
acuan bagi yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut.  
b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi sehubungan dengan pembagian warisan 
secara damai dalam bentuk tahkaruj di Pengadilan Agama 




 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Islam 
 Istilah hukum islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa 
Arab yaitu kata Hukum dan kata Islam.  Kata hukum berasal dari ketentuan 
atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari akar kata “aslama” 
menjadi “salama” selanjutnya menjadi Islam yang artinya, selamat, damai, 
sejahtera atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dari kedua kata 
tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara etimologis ialah segala 
macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan 
itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.6 
 Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam melindungi hak asasi 
manusia. Jika hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran 
hukum barat tentang hak asasi manusia akan kelihatan perbedaannya. 
Hukum barat memandang hak asasi manusia semata-mata berpusat pada 
manusia. Dengan demikian pemikiran manusia sangat dipentingkan. 
                                                          
6
 M.Arfin.Hamid, 2011, Hukum Islam; Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami 
Realitasnya Di Indonesia), h.41. 
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Sebaliknya, hukum Islam berpusat pada Tuhan. Manusia adalah penting, 
tetapi yang lebih utama adalah Allah. Dialah pusat segala sesuatu.7 
 Perkembangan dan penetapan hukum Islam, dikenal sejumlah prinsip 
yang mendasar yang senantiasa harus dipegangi pada setiap upaya 
penetapan hukum. Sejumlah prinsip yang yang dimaksud adalah sebagai 
berikut:8 
1) Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan 
Prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, prinsip 
bahwa agama itu mudah, prinsip selalu mempermudah dan tidak 
mempersulit. Secara substantif ajaran Islam senantiasa memberikan 
kemudahan agar pelaksanaannya tidak menjadi beban di luar kapasitas.  
2) Menyedikitkan beban 
Telah menjadi etika dalam menjalankan hukum Islam untuk tidak selalu 
mempertanyakannya yang berakiba pada semakin bertambahnya aturan 
itu. Nabi Muhammad selalu menganjurkan untuk memahami kaidah-
kaidah umum agar dapat leluasa untuk berijtihad dan menggali nilai-nilai 
hukum di dalamnya.  
3) Berangsur-angsur dalam penetapan hukum 
                                                          
7
 Mohammad Daud Ali, 2004, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada), h.59 
8
 M.Arfin Hamid, op.cit., h.89 
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Sesuai dengan teori sosiologis bahwa penerimaan terhadap sesuatu 
terkadang memerlukan proses adaptasi yang memerlukan waktu. Hukum 
Islam sangat memperhatikan ini dengan melakukan penetapan hukum 
secara bertahap atau berangsur sesuai perkembangan dan kapasitas. 
4) Memperhatikan kemaslahatan manusia 
Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga 
kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan 
kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik. 
Secara praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan-tujuan, yaitu: 
1. Memelihara kemaslahatan agama 
2. Memelihara kemaslahatan jiwa 
3. Memelihara kemaslahatan akal 
4. Memelihara kemaslahatan keturunan 
5. Memelihara kemaslahatan harta benda 
5) Mewujudkan keadilan yang merata 
Hukum Islam senantiasa menuntut kesadaran akan semangat egality dan 
equality. Semua manusia dan makhluk lainnya merupakan ciptaan Tuhan 
yang memiliki peluang yang sama untuk mengabdi kepada pencipta-Nya. 
Dan yang membedakan hanyalah tingkatan ketakwaannya. Dalam 




B. Ruang Lingkup Hukum Islam  
 Ruang lingkup hukum Islam mencakup peraturan-peraturan sebagai 
berikut:9 
1. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung 
dengan Allah SWT yang terdiri atas: 
a) Rukun Islam: Mengucapkan syahadatain, mengerjakan shalat, 
mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, 
dan menunaikan haji bila mampu. 
b) Ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah 
lainnya, yaitu: 
(a) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci: wudhu, mandi, 
tayammum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan 
air, istinja dan lain-lain. 
(b) Mali (bersifat harta): zakat, infaq, shadaqah, qurban, aqiqah, 
fidyah, dan lain-lain. 
2. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan 
orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli) 
diantaranya: dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama 
dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, 
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 Zainuddin Ali, 2008, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika), 
h.5 
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rampasan perang, utang piutang, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, 
pesanan, dan lain-lain. 
 
3. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam diantaranya: 
qisash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan 
(khamar), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain. 
4. Siyasah, yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, 
diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, 
kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, 
pemerintahan, dan lain-lain. 
5. Akhlak, yaitumengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, 
rendah hai, pemaaf, tawakkal, konsekuen, berani, berbuat baik, dan lain-
lain. 
6. Peraturan lainnya, diantaranya makanan, minuman, sembelihan, berburu, 
nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, 
dakwah, dan lain-lain. 
Berdasarkan uraian tersebut, hukum islam dapat dibagi dalam dua kelompok 
besar yaitu:10 
1. Hukum rohaniah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia 
dengan Tuhan, seperti shalat, puasa, zakat, haji. 
                                                          
10
 Abdullah Marlang dkk, 2009, Pengantar Hukum Indonesia (Makassar: As.Center), h.32 
15 
2. Hukum duniawi atau hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang 
mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: 
muamalah, munakahat, dan ukubat.  
(1) Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, 
kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, 
titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).  
(2) Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan 
dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, 
hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa 
disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut Al-Ahwal 
Al-Syakhsiyah. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum 
perdata.  
(3) Ukubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang 
pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, 
pembunuhan serta akibat-akibatnya.  
Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua : 
1. Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini bernama 
hukum taklifi yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, 
dan haram.  
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2. Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi 
sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. 
Golongan ini bernama hukum wad‟i. 11 
Adapun hukum wad‟i meliputi: 
a. Terdapat sebab, sebab adalah sesuatu yang tampak jelas dan 
tertentu menjadi tanda/pangkal adanya hukum, terdiri dari:  
(a) Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya 
peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan 
harta peninggalnya beralih kepada ahli warisnya.  
(b) Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena 
adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks 
antara seorang pria dengan seorang wanita. 
b. Tentang syarat, syarat adalah sesuatu yang padanya bergantung 
adanya sesuatu hukum yang berlaku, terdiri dari:  
(a) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya jatuh tempo 
pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan 
zakat atas harta benda yang sudah mencapai jumlah 
tertentu untuk dikenakan zakat.  




(b) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu 
dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat 
shalat.  
c. Halangan (maani), maani adalah sesuatu yang karena adanya 
menghalangi berlakunya ketentuan hukum, terdiri dari :  
(a) Maani yang mempengaruhi sebab, misalnya ahli waris 
membunuh pewaris sehingga terhalang untuk menerima 
warisan.  
(b) Maani yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang 
membunuh anaknya sendiri seharusnya dikenakan hukuman 
qisas, tetapi karena statusnya sebagai bapak menghalangi 
dijatuhkannya hukuman qisas.  
Sementara itu hukum taklifi meliputi:12 
1. Wajib, yaitu tuntutan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan dan 
tidak boleh ditinggalkan, karena jika ditinggalkan akan dikenai 
hukuman. 
2. Sunat, yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi 
tuntutan itu tidak secara pasti. Namun jika perbuatan itu tidak 
dilaksanakan tidak dikenakan hukuman tetapi sangat dianjurkan untuk 
dilaksanakan karena akan mendapatkan pahala. 
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3. Mubah, yaitu khitab Allah yang mengandung pilihan antara melakukan 
perbuatan atau sebaliknya. 
4. Makruh, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan melalui 
redaksi yang tidak pasti, dan jika perbuatan itu dilaksanakan tidak 
dikenai hukuman bagi yang bersangkutan. 
5. Haram, yaitu tuntutan untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan yang 
pasti. Jika tetap dilaksanakan maka dikenakan hukuman dosa. 
 
C. Pengertian, Rukun dan Syarat Kewarisan Islam 
 Kewarisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui 
dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian 
harta warisan untuk setiap ahli waris dan besaran bagiannya masing-masing. 
Karena pentingnya mengetahui masalah kewarisan itu, Rasulullah SAW. 
memerintahkan untuk mempelajari dan mengajarkannya.13 Sebagaimana 
hadits Rasulullah SAW. diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang artinya: 
“Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain 
sesungguhnya ilmu ini adalah setengah dari semua ilmu, dan ilmu 
inilah yang pertama kali kelak tercabut dari umatku (tidak diamalkan 
lagi).” (HR: Ibnu Majah).  
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Hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari hukum 
keluarga pada umumnya menganut sistem garis keturunan sebagai berikut:14 
a. Sistem matrilinial, seperti di Minangkabau, Enggano dan Timor, akan 
terlihat pada setiap orang yang menghubungkan diri kepada garis 
keturunan ibunya dan seterusnya ke atas. 
b. Sistem patrilinial, seperti yang terdapat di Batak, Gayo, dan Nias, 
dimana prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan 
seseorang yang hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya dan 
seterusnya ke atas 
c. Sistem bilateral atau parental yang menghubungkan dirinya kepada 
keturunan baik ayah maupun ibu 
Memperhatikan perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan 
dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya 
makin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum waris di Indonesia memang 
sangat pluralistik. Kemajemukan sistem hukum waris di Indonesia tidak 
hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan 
juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat 
beragam.15 
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1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum 
yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta 
dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tirkah diartikan sebagai 
“Barang-barang Peninggalan”. Yang dimaksud dengan tirkah adalah harta 
peniggalan pewaris secara keseluruhan yang belum dikeluarkan hak-hak 
yang terkait dengan berbagai hal, misalnya utang pewaris, wasiat dan lain-
lain sebagainya. Sedangkan kata waris dari kata “waritsa-yaritsu-irtsan-
miiraatsan” maknanya menurut bahasa adalah “berpindahnya sesuatu dari 
seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain”16 
 
2. Rukun Kewarisan Islam 
Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta 
aturan yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Aturan tersebut apabila 
tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewarisan 
tidak akan sempurna dalam pembagiannya. 
Adapun rukun dalam kewarisan Islam, yakni:  
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a) Pewaris (muwarrits) 
Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan 
harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang 
ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia tela benar-benar 
meninggal dunia. Kematian pewaris menurut para ulama fiqh 
dibedakan menjadi 3 macam,yaitu mati haqiqy (sejati), mati hukmy 
(berdasarkan keputusan hakim), dan mati taqdiry (menurut dugaan).17 
Dalam Pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa 
“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama 
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Dengan 
demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan 
meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.  
 
b) Ahli Waris (waarits) 
Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c 
adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan 
tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. 
Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 
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a. Menurut hubungan darah: 
i) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki- 
laki, paman dan kakek. 
ii) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan dari nenek. 
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. 
 Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 
hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. 
c) Harta Warisan (mauruts) 
 Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara harta warisan dan 
harta peninggalan. Pada pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta 
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa 
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sementara yang 
dimaksud dengan harta waris sebagaimana yang dijelaskan dalam 
pasal 171 butir e Kompilasi hukum Islam adalah harta bawaan 
ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk 
kerabat.  
3. Syarat-syarat Kewarisan Islam 
 Hak waris seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi 
keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi 
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mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia.18 Pewarisan 
merupakan suatu peristiwa hukum berupa proses pemindahan hak 
kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Dengan 
demikian, terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) unsur dalam hukum waris, 
yakni pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Adapun  syarat-syarat mewaris 
ada 4 (empat), yakni:19 
1. Harus ada kematian pewaris.  
Yang dimaksud meninggal dunia adalah baik meninggal dalam arti 
yang hakiki/sejati, meninggal dunia menurut hukum (menurut putusan 
hakim). 
2. Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia.  
3. Mengetahui status kewarisan  
Mengetahui status kewarisan artinya bahwa hubungan antara pewaris 
dengan ahli waris harus jelas, misalnya hubungan suami/istri, 
hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, dan lain-lain 
sebagainya. 
D. Dasar Hukum Waris Islam 
 Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang 
sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan 
pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah 
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meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun 
ahli waris laki-laki. Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada: 
a. Al-Qur‟an 
i) Q. S. An-Nisa' (4) ayat 7, yang artinya:  
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan 
kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan" 
Ayat ini menjelaskan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan 
berhak untuk mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat 
yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. 
ii) Q. S. An-Nisa'(4) ayat 11, yang artinya:  
"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-
anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua 
anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalka, jika 
anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh 
harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak dan ia diwarisi bapak ibunya saja, maka ibunya 
mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian 
tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, 
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Penyayang." 
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 Pada ayat ini Allah SWT. memerintahkan agar berlaku adil dalam 
dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik laki-laki maupun 
perempuan. 
iii) Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176, yang artinya:  
"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang 
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai 
saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 
seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak 
mempunayai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka 
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki 
dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua 
orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, 
supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu". 
Ayat ini menjelaskan agar dalam pembagian warisan tidak terjadi 
kezaliman khususnya jika di antara ahli waris ada wanita, anak yatim piatu, 
janda dan orang miskin. 
b. Sunnah/Hadits Nabi 
Pada hadits riwayat imam Buhkari yang artinya: 
Dari Ibnu Abbas RA Dari Nabi SAW beliau bersabda: “berikanlah bagian 
itu kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk anak laki-laki 
yang lebih dekat”. (HR.Bukhari Muslim) 
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 Pada hadits tersebut Rasulullah SAW. memerintahkan agar 
memeberikan harta warisan terlebih dahulu kepada ahli waris yang telah 
mempunyai bagian tertentu tanpa menyebut secara rinci ahli waris dimaksud 
dan sisanya adalah untuk ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris laki-laki yang 
lebih dekat adalah ahli waris yang termasuk kelompok asabah. 
c. Ijma‟ 
Ijma yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum 
warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai ketentuan 
hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam 
masyarakat atau ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang 
suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah 
wafatnya Rasulullah SAW. 
d. Ijtihad 
 Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat 
dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang 
muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad 
di sini merupakan penerapan hukum bukan untuk pemahaman atau 





E. Asas-Asas Dalam Hukum Waris Islam 
 Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, 
tidak terkecuali dalam hukum waris. Dalam hukum waris dikenal 5 asas 
yaitu:20 
a) Asas ijbari. Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah 
meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan 
sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang 
akan menerima, cara peralihan ini disebut ijbari. Kata ijbar berasal dari 
bahasa Arab yang diartikan dengan paksaan atau pengendalian Tuhan 
(atas segala ciptaann-Nya) termasuk segala gerak gerik perbuatan 
manusia. Hal ini berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal 
dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan 
kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak ahli waris atau 
pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta 
pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.  
b) Asas bilateral, yaitu orang yang menerima warisan dari kedua belah 
pihak kerabat yaitu kerabat garis keturunan garis laki-laki maupun dari 
pihak kerabat keturunan perempuan. Dalam ayat 7 surah An-Nisaa 
dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari 
pihak ayahnya juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang anak 
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perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga 
dari pihak ibunya.  
c) Asas Individual, yaitu harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pribadi 
langsung kepada masing-masing. Pembagian secara individual ini 
didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi 
mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. 
Dengan demikian, harta waris yang telah dibagi sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris secara individual.  
d) Asas keadilan berimbang, yaitu ahli waris laki-laki maupun perempuan 
semuanya berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh 
pewaris sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 7, yakni 
bahwa anak laki-laki demikian juga anak perempuan ada bagian harta 
dari peninggalan ibu bapaknya. Kata keadilan yang berasal dari bahasa 
Arab yaitu “al-adl” berarti keadaan yang terdapat di dalam jiwa seseorang 
yang membuatnya menjadi lurus. Mengenai hak-hak ahli waris seperti 
anak laki-laki dan anak perempuan dalam ayat 11 surat An-Nisa, hak 
bapak dan ibu juga terdapat pada ayat tersebut, hak suami dan isteri 
terdapat dalam ayat 12, hak saudara laki-laki dan saudara perempuan 
terdapat pada ayat 12 ayat 176 surat An-Nisa. Dari ayat-ayat tersebut 
terdapat dua bentuk bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan yaitu:  
(a) Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan 
seperti ibu dan bapak sama-sama mendapat seperenam 
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apabila pewaris meninggalkan anak sebagaimana tersebut 
dalam ayat 11 surat An-Nisa, begitu pula saudara laki-laki dan 
saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam 
kasus pewaris kalalah sebagaimana tersebut pada ayat 12 surat 
An-Nisa.  
(b) Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak yaitu dua kali lipat 
dari bagian perempuan dalam kasus yang sama, yaitu antara 
anak laki dan anak perempuan dalam ayat 11 surat An-Nisa dan 
antara saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 
176 surat An-Nisa dalam kasus yang terpisah. Duda mendapat 
dua kali lipat dari bagian janda yaitu seperdua untuk duda jika 
isteri tidak meningglkan anak, sementara janda hanya 
mendapat seperempat bagian jika suami tidak meninggalkan 
anak.  
e) Asas kewarisan semata karena akibat kematian, yaitu hukum Islam  
menetapkan peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain 
dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya yang 
mempunyai harta (pewaris). Dengan demikian, harta seseorang tidak 
dapat beralih selama pemilik harta (warisan) yang bersangkutan masih 
hidup. Jika ada peralihan harta kepada ahli waris, misalnya kepada anak 
dari orang tuanya, maka dalam hukum Islam hal itu disebut dengan 
hibah. 
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F. Sebab-Sebab Kewarisan Islam 
 Adapun sebab-sebab terjadinya waris mewris menurut hukum Islam 
terdiri dari empat, yaitu:21 
1. Perkawinan 
Perkawinan yang dimaksud adalah perkawaninan yang sah menurut 
syariat Islam. Perkawinan dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan 
rukunnya. Dengan demikian apabia salah seorang diantaranya meninggal 
dunia dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau dianggap utuh 
(talak raj‟i yang masih dalam keadaan iddah) maka ia berhak untuk saling 
mewarisi sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur‟an Surah 
An-Nisa ayat 12 yang artinya: 
“dan bagimu (suami-istri) seperdua harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempaat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya, para istri-istri memperoleh seperempat 
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika 
kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan 
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu buat (dan) 
sesudah dibayar hutan-hutangmu.” 
 
2. Kekerabatan 
Hubungan darah adalah penyebab terjadinya waris mewaris. 
Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus ke atas disebut ushul. Pertalian 
darah garis lurus ke bawah disebut furuh, dan pertalian darah garis 
menyamping disebut hawasyi. Dan dasar terjadinya waris mewaris karena 
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hubungan kekerabatan ini disebut di dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisaa ayat 7 
yang artinya: 
“bagi orang anak laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu bapak 
dan kekerabatannya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 
harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan.” 
 
3. Memerdekakan Budak (Wala‟ul‟ itqi) 
Yang dimaksud dengan wala‟ul‟ itqi ialah kekerabatan yang timbul 
berdasarkan hukum, karena memerdekaka atau membebaskan budak. 
Perbudakan adalah suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah 
dilegalisir oleh berbagai bangsa di dunia jauh sebelum kedatangan Islam. 
Didalam Islam dianjurkan supaya perbudakan dihapus, dengan maksud 
merubah status seseorang dimata hukum yang tadinya tidak memiiki hak 
sedikitpun untuk berbuat dan bertindak menjadi cakap bertindak 
sebagaimana manusia bebas lainnya. 
 Adapun yang menjadi dasar hukum karena memerdekakan budak 
adalah sabda Rasulullah yang artinya: 
 “Hak wala‟itu hanya bagi orang yang memerdekakan”. Muttafaq Alaih 
  
Demikian pula hadits yang artinya: 
 “Hak wala‟itu suatu kekerabatan yang berdasar nasab, tidak boleh 
dijual atau dihibahkan.” H.R. Al-Hakim 
 
 
4. Hubungan ke Islaman 
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Hubungan ke Islaman juga menyebabkan terjadinya waris mewaris, 
apabila orang yang meninggal itu tidak memiliki ahli waris, seperti sabda 
Rasulullah yang artinya: 
“saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris, aku 
membayar dendanya, aku pun mewarisi daripadanya.” H.R. Abu 
Dawud 
 
G. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya 
 Ahli waris dari segi haknya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu: 
1. Zawil Furud 
 Zawil Furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah 
ditetapkan secara jelas dan pasti serta telah ditetapkan bagiannya masing-
masing ahli waris. Besar bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua, 
seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga dan seperenam.22 
 Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam al-Qur‟an 
diantaranya terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 11. Ayat ini mengandung 
beberapa garis kewarisan Islam antara lain: 
a. Perolehan antara seorang anak laki-laki dan seorang anak 
perempuan, yaitu dua berbanding satu (2:1) 
b. Perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat 
2/3 dari harta peninggalan. 
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c. Perolehan seorang anak perempuan, yaitu ½ dari harta peninggalan. 
d. Perolehan ibu dan bapak, masing-masing mendapat 1/6 dari harta 
warisan jika pewaris memiliki anak. 
e.  Besarnya perolehan ibu jika pewaris tidak memiliki anak dan saudara 
adalah 1/3 dari harta warisan. 
f. Besarnya bagian ibu jika pewaris tidak mempunyai anak, tetapi 
memiliki saudara maka perolehan ibu adalah 1/6 dari harta warisan. 
g. Suami mendapat ½ bagian dari harta peniggalan istrinya, jika istri tidak 
mempunyai anak. 
h. Suami memperoleh ¼ bagian dari harta warisan jika istri memiliki 
anak. 
i. Istri memperoleh ¼ bagian dari harta peninggalan suami jika suami 
tidak memiliki anak 
j. Istri memperoleh 1/8 bagian dari harta peninggalan suami jika suami 
memiliki anak 
k. Saudara perempuan atau saudara laki-laki masing-masing 
memperoleh 1/6 dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan 
anak dan ayah. 
l. Baik saudara laki-laki atau saudara perempuan yang berjumlah lebih 
dari dua orang, mereka mewaris bersama-sama mendapat 1/3 bagian 
jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. 
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m. Pelaksanaan pembagian harta warisan sesudah dibayarkan wasiat 
dan utang-utang pewaris. 
2. Asabah 
 Kelompok ahli waris asabah adalah ahli waris yang tidak ditentukan 
bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa harta setelah diambil alih oleh 
ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur‟an 
dan hadits. Kelompok ahli waris asabah terbagi atas 3 tingkatan antara lain: 
a. Asabah binafsih, yaitu kelompok ahli waris yang berhak menerima 
seluruh harta warisan atau sisa harta dengan sendirinya tanpa 
dukungan ahli waris yang lain. Kelompok ini terdiri dari laki-laki dengan 
urutan sebagai berikut: 
(a) Anak laki-laki 
(b) Cucu laki-laki (dari garis laki-laki) 
(c) Ayah 
(d) Kakek 
(e) Saudara kandung laki-laki 
(f) Saudara laki-laki se-ayah 
(g) Anak laki-laki dari saudara kandung 
(h) Anak saudara laki-lai se-ayah 
(i) Paman kandung 
(j) Paman se-ayah 
(k) Anak laki-laki paman kandung 
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(l) Anak laki-laki paman se-ayah 
b. Asabah bi ghairih, yaitu ahli waris yang mulanya bukan ahli waris 
asabah karena dia perempuan, tetapi karena didampingi ahli waris 
laki-laki, dia menjadi asabah.23 
Adapun ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah: 
(a) Anak perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki 
(b) Cucu perempuan bila bersama cucu laki-laki 
(c) Saudara perempan sekandung bila bersama saudara laki-laki 
sekandung 
(d) Saudara perempuan se-ayah bila bersama saudara laki-laki se-
ayah 
c. Asabah ma‟a ghairih, yaitu ahli waris yang semula tidak termasuk 
kelompok asabah, namun karena ahli waris tertentu bersamanya yang 
juga tidak termasuk kelompok asabah, sedangkan orang yang 
menyebabkannya menjadi asabah itu tetap bukan asabah. Yang 
termasuk kelompok ini adalah saudara perempuan sekandung atau 
se-ayah apabila bersama dengan anak perempuan. 
 
3. Zawi al-arham 
 Kelompok ahli waris zawi al-arham adalah kelompok ahli waris yang 
mempunyai hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris, tetapi tidak 
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mempunyai bagian yang telah ditentukan berdasarkan al-Qur‟an dan hadits 
serta tidak termasuk kelompok ahli waris asabah. 
Sebelum dilakukan pembagian warisan terhadap golongan-golongan 
ahli waris terlebih dahulu dilakukan pembayaran utang-utang pewaris, 
termasuk biaya rumah sakit dan biaya pemakaman.24 
 
H. Takharuj 
 Secara arti kata, takharuj berarti saling keluar. Dalam arti terminologis 
biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan 
penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris lainnya.25 
Takharuj adalah salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai 
berdasarkan musyawarah para ahli waris. Takharuj adalah pengunduran diri 
seorang atau beberapa ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya 
meminta imbalan berupa uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli 
waris lainnya.26 
 Pembagian harta warisan dalam bentuk takharuj tidak dijumpai dasar 
hukumnya baik dalam Al-Qur‟an maupun hadits. Dasar hukumnya merupakan 
hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa 
pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Atsar tersebut sebagai berikut: 
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Dari Abi Yusuf dari seorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru 
bin Dinar dari ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin „Auf 
diajak berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan 
puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta 
warisan.27 
Dari atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta warisan 
dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para 
janda dan anak Abdurrahman bin „Auf dengan cara salah seorang jandanya 
menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, 
namun dengan imbalan pembayaran atau sejumlah delapan puluh tiga ribu. 
Penyelesaian secara takharuj adalah bentuk tindakan kebijaksanaan 
yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan 
keadilan menghendakinya. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali 
menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. dengan 
cara ini suatu kesulitan dalam pemecahan persoalan pembagian warisan 
dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.28 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan: 
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari 
bagiannya. 
Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai 
dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini 
mengakibatkan pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian 
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warisan yang telah ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam namun 
hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan diantara para ahli 
waris. 
 Dalam pelaksanaan penyelesaian secara takharuj dapat berlaku 
dalam tiga bentuk. Pertama, kesepakatan dua orang diantara ahli waris untuk 
keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu 
yag diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.29 
 Kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang 
di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang 
dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta 
warisan.30 Ketiga, kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya  salah 
seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan 
tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.31 
Bila diperhatikan, bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda 
dengan dua bentuk sebelumnya karena ahli waris menempuh cara 
pembagian yang menyimpang dari yang ditentukan dalam hukum kewarisan 
dan ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima. 
Walaupun pembagian warisan dalam bentuk tahkaruj dibenarkan 
dalam Islam namun praktik pembagiannya harus tetap memenui syarat-
syarat. Diantara syarat-syarat pentingnya adalah harus ada kecakapan 
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hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat 
dalam warisan. Hal ini menjadi keharusan karena dalam pembagian warisan 
dalam bentuk takharuj ada pihak-pihak yang akan menggugurkan  atau 
mengorbankan haknya baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam 
menggugurkan hak milik diperlukan kecakapan untuk bertindak secara 
hukum.32  
  
I. Pembagian Warisan Secara Damai di Pengadilan Agama  
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan 
efisien. Sebenarnya sejak semula Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBG 
mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui jalan damai.33 
Pasal 130 ayat (1) dan (2) HIR berbunyi: 
Jika Pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka 
Pengadilan Negeri dengan bantuan ketua mencoba akan 
memperdamaikan mereka.34 
Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu 
bersidang, dibuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua 
belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat 
mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang 
biasa.35 
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Pembagian warisan secara damai termasuk dalam proses mediasi 
dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Mediasi merupakan istilah 
yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu mediation. Dalam kepustakaan 
ditemukan banyak definisi tentang mediasi. Mediasi adalah suatu proses 
penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau 
cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan 
memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan 
bantuan prosedural dan substansial.36 
 Hukum waris Islam tidak mengenal penolakan waris sebagaimana 
dikenal dalam hukum waris BW. Dalam hukum waris Islam mengenal asas 
Ijbari yang berarti peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada 
ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa 
digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga tidak ada 
suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara 
memasukkan orang lain untuk menjadi ahli waris atau mengeluarkan orang 
yang berhak menjadi ahli waris.  
Hal ini dapat dilihat pula dengan telah ditentukannya kelompok ahli 
waris oleh Allah SWT sebagaimana diatur dalam Surat An-Nisa Ayat 11, 12, 
dan 176. Jika ahli waris yang ingin melepas haknya menerima waris dan 
ingin memberikannya pada ahli waris lain, hukum Islam mengatur tentang 
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melakukan kerukunan dalam pembagian harta waris yang disebut dengan 
tashaluh (perdamaian) atau takharuj.37 
Dalam hukum islam, beberapa orang ahli waris telah ditentukan 
bagiannya secara pasti, seperti istri mendapatkan bagian ¼ apabila ia tidak 
mempunyai anak dan seperdelapan jika ia mempunyai anak. Anak 
perempuan mendapat  2/3 apabila mereka dua orang atau lebih dan tidak 
bersama anak laki-laki, dan apabila anak perempuan hanya seorang saja 
maka ia mendapat ½ harta warisan. Bagian para ahli waris itu merupakan 
hak mereka masing-masing. Terhadap hak-hak bagian mereka tersebut ahli 
waris dapat mengambilnya secara utuh, atau boleh mengambil sebagiannya 
saja, atau tidak mengambil sama sekali. 
 Dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu 
pada pembagian harta warisan. Prinsip utama pembagian harta warisan 
adalah prinsip keadilan. Prinsip ini dapat diwujudkan oleh waris, jika mereka 
memahami dengan baik hakikat ketentuan kewarisan yang ada dalam Al-
Qur‟an dan hadits. Prinsip mistlu hadz al-untsayai‟n (dua banding satu) 
antara laki-laki dan perempuan bukanlah semata-,ata dipahami secara 
matematis-kuantitatif, tetapi juga dilihat dari sisi kualitatif di mana peran dan 
tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki cukup besar dalam suatu rumah 
tangga. Laki-laki sebagai pelindung keluarga mengharuskan ia memberikan 
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jaminan dan kebutuhan hidup yang layak pada keluarganya. Ia tetap menjadi 
mitra bersama perempuan dan keluarganya dalam pengelolaan harta 
warisan.38 
Pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan jalan damai 
diantara para ahli waris. Pelaksanaan pembagian warisan secara damai 
setelah terjadi sengketa pada Pengadilan Agama, dapat ditempuh dengan 
dua cara, yaitu:39 
1) Dilakukan atau diupayakan oleh mediator yang dipilih oleh para pihak 
yang bersengketa, baik dari mediator dari kalangan hakim maupun dari 
mediator kalangan luar hakim. 
2) Dilakukan atau diupayakan oleh majelis hakim yang menangani perkara 
yang bersangkutan. 
Proses mediasi di Pengadilan Agama umumnya dipimpin oleh 
mediator dari kalangan hakim yang dipilih oleh para pihak yang berperkara 
karena belum ada pihak luar yang memenuhi syarat menjadi mediator. 
Tenggang waktu yang diberikan kepada mediator untuk melaksanakan 
proses mediasi adalah selama empat puluh hari, dan dapat ditambah lima 
belas hari lagi jika dibutuhkan. Mediator yang memimpin upaya perdamaian 
wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan 
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para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak 
yang bersengketa.40 
 Apabila terjadi perdamaian, mediator merumuskan isi kesepakatan 
para pihak yang bersengketa dan dibuat akte perdamaian. Setelah akte 
perdamaian selesai dan dibacakan kepada para pihak, mediator melaporkan 
hasil kesepakatan yang telah dibuat kepada majelis hakim yang menangani 
perkara tersebut. Majelis hakim yang menerima laporan perdamaian dari 
mediator, membacakan hasil perdamaian tersebut dan dimasukkan dalam 
putusan akhir.41 
 Prinsip kewarisan Islam sangat penting dipahami oleh mediator 
sebagai pegangan ketika menjembatani para pihak yang bersengketa dalam 
masalah waris. Meskipun mediator tidak memahami dengan sempurna 
ketentuan pembagian dan cara membagikan harta warisan, namun prinsip 
kewarisan ini harus dipahami dengan baik, karena dapat membuka 
kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan mereka.42 
Mediator dalam melakukan mediasi sengketa waris dapat melakukan 
beberapa hal sebagai berikut:43 
1. Mediator meyakinkan para pihak yang bersengketa bahwa ia benar-
benar ingin membantu ahli waris dalam menyelesaikan sengketa dan 
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tidak ada kepentingan apapun terhadap sengketa tersebut. Hal ini 
penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan para ahli waris 
terhadap mediator. Kepercayaan yang dimiliki mediator akan 
memudahkan baginya melakukan upaya mediasi lanjut. 
2. Mediator memetakan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa 
waris. Pemetaan ini dilakukan setelah para pihak yang bersengketa 
duduk dan bertemu satu sama lain yang difasilitasi oleh mediator. 
Pada pertemuan tersebut mediator meminta pihak yang bersengketa 
mengungkapkan dengan jelas dan lengkap faktor penyebab terjadinya 
sengketa. Penyebab terjadinya sengketa waris semestinya diketahui 
oleh mediator, guna menyusun langkah-langkah selanjutnya dalam 
mediasi. 
3. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya sengketa waris, mediator 
dapat menyusun pertemuan lanjutan dengan meminta para pihak 
mengungkapkan keinginan dan kepentingan yang ingin diperoleh dari 
penyelesaian sengketa waris. Dalam pertemuan ini mediator dapat 
meminta ahli waris untuk menyampaikan kemungkinan-kemungkinan 
penyelesaian sengketa waris yang mereka alami. Pada posisi ini, 
mediator tidak menawarkan jalan keluar, tetapi memberi kebebasan 
bagi para pihak menemukan jalan sendiri, agar kesepakatan damai 
dapat terwujud. 
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4. Bila mediator menemukan salah satu pihak tidak bersedia 
menyampaikan keinginan dan kepentingannya, maka mediator dapat 
mengadakan kaukus. Dalam kaukus, mediator dapat bertemu secara 
terpisah dengan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat leluasa 
mengungkapkan kepentingan masin-masing. 
5. Mediator yang telah mendapatkan informasi lengkap tentang keinginan 
dan kepentingan masing-masing pihak selanjutnya 
mengkomunikasikan keinginan dan kepentingan tersebut dari satu 
pihak kepada pihak lain. 
6. Jika keinginan dan kepentingan masing-masing pihak sudah dipahami 
satu sama lain, maka mediator dapat mengajak para pihak untuk 
membuat kesepakatn-kesepakatan. Bila para pihak yang bersengketa 
tidak menemukan kesepakatan, maka mediator dapat mengajukan 
tawaran kesepakatan kepada pihak yang bersengketa. Keputusan 
akhir menerima atau menolak kesepakatan yang ditawarkan mediator 
secara penuh tergantung kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam 
masalah kewarisan. 
Adapun wujud pelaksanaan pembagian harta warisan di luar sengketa 
adalah: 
1. Para ahli waris mendaftarkan permohonan pertolongan pembagian 
harta warisan pada petugas yang telah ditunjuk di bagian meja I. 
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2. Pendaftaran permohonan tersebut dicatat dalam buku register 
permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar 
sengketa (P3HP). 
3. Ketua Pengadilan Agama menentukan hari pertemuan para ahli waris 
untuk upaya pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan 
Islam. 
4. Setelah terjadi pembagian harta warisan berdasarkan hukum 
kewarisan Islam, dibuat akta komparisi (akta keahliwarisan). 
5. Akta komparisi menjadi bukti telah terjadi pembagian harta warisan di 
luar sengketa melalui pertolongan ketua Pengadilan Agama. 
 
J. Kewenangan Peradilan Agama 
 Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara tiga 
Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah 
Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan 
khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau 
golongan rakyat tertentu.44 
Kata “kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari 
bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan 
“kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”. Kekuasaan atau 
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kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara menyangkut 
dua hal, yaitu: kewenangan relatif dan absolut.45 
Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak Pengadilan yaitu 
wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang 
secara mutlak tidak dapt diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkup 
peradilan lain. Kekuasaan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan 
Agama yang merupakan tugas dan kewenangan absolut (Absolut 
competentie) yang dicantumkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mencakup materi hukum: (a) 
bidang perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan 
berdasarkan hukum islam, (c) wakaf dan shadaqah, secara garis besar dapat 
dibedakan ke dalam hukum keluarga dan hukum harta kekayaan atau hukum 
kebendaan. 
 Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu 
jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan 
yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri 
Bogor dengan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim 
dengan Pengadilan Agama Baturaja. Pengadilan Negeri Bogor dan 
Pengadilan Negeri Subang sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan 
sama-sama di tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Agama Muara Enim 
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dan Pengadilan Agama Baturaja sama-sama di lingkungan Peradilan Agama 
dan satu tingkatan di tingkat pertama.46 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, maka secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah 
satu Badan Peradilan yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945. Kedudukan 
dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya 
dengan Peradilan lainnya. Hal ini sebagaimana terjelaskan dalam Pasal 18 
dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman bahwa: 
 Pasal 18  
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.  
 
Pasal 25  
Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, 
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 
Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, 
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Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah lagi menjadi 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Adapun asas-asas umum hukum acara Peradilan Agama antara lain 
sebagai berikut:47 
1. Asas Bebas Merdeka 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik 
Indonesia. Pada dasarnya azas kebebasan hakim dan peradilan yang 
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
2. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman 
Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah 
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Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara 
Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan 
undang-undang. Dan peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila. 
3. Asas Ketuhanan 
Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada 
sumber hokum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun 
penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmalah yang diikuti dengan 
irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.” 
4. Asas Fleksibilitas 
Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan 
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur 
dalam Pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama jo Pasal 4 (2) dan Pasal 5 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, pengadilan agama wajib 
membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan 
mengatasi segala hambatan yang dihadapi pihak tersebut. Sederhana 
maksudnya adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-
belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting 
dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas 
yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Cepat 
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yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus 
cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan 
mengidentifikasikan persolan tersebut untuk kemudian mengambil intisari 
pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat 
bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis 
hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya 
mangambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka 
untuk umum. Sedangkan Biaya ringan yang dimaksud adalah harus 
diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan 
biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara.  
5. Asas Non-Ekstra Yudisial 
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar 
kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana 
disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan 
sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana. 
Peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. Asas ini diatur dalam Pasal 3 (2), Pasal 5 (2), pasal 6 (1) 
UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 UU 
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pada asasnya 
Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak 
membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan 
persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan 
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Pengadilan Agama tidak terabaikan. Asas legalitas dapat dimaknai 
sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan 
hokum. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka 
menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas 
hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitan, pemeriksaan di 
persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya 
harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut atau atas dasar selera 
hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum. 
Adapun asas-asas khusus hukum acara peradilan agama diuraikan 
sebagai berikut:48 
1.   Asas Personalitas Ke-Islaman  
Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan 
peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. 
Asas personalitas ke-Islaman diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasal 2 
Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara 
yang menjadi kewenangan peradilan agama. Ketentuan yang melekat pada 
UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mengenai asas 
personalitas ke-Islaman adalah :  
a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. 
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b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari‟ ah. 
c. Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum Islam, oleh karena 
itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.  
Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran 
menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang 
berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang 
melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa 
perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan 
agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik 
dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-
Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, 
setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan 
hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang 
dianut pada saat terjadinya sengketa.  
Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya 
hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang 
didasarkan pada factor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang 
bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah 
melekat asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, 
sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai 
patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat terjadinya hubungan 
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hukum, ditentukan oleh dua syarat, yakni Pertama, pada saat terjadinya 
hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan Kedua, 
hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan 
hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum 
Islam.  
2. Asas Ishlah (Upaya perdamaian)  
Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan UU Nomor 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 
dan 2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah 
dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI, 
jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui 
pendekatan “Ishlah”. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama 
untuk menjalankn fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu 
putusan, pasti lebih baik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.  
3. Asas Terbuka Untuk Umum  
Asas terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 (1) UU Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam UU Nomor 3 
Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Peradilan Agama. Sidang pemeriksaan perkara di 
Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang 
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menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam 
berita acara siding memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan 
atau sebagianakan dilakukan dengan siding tertutup. Adapun pemeriksaan 
perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan siding tertutup 
adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau 
cerai gugat (Pasal 68 (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
yang tidak diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan 
Agama).  
4. Asas Equality  
Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak 
dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat 
“diskriminatif” baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi 
kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya menerapkan asas 
equality pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah :  
a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan 
pengadilan atau “equal before the law”.  
b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on 
the law”  
c. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “equal 
justice under the law”.  
5. Asas “Aktif” memberi bantuan  
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Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada 
proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum acara perdata yang 
diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk 
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana yang 
tertuang pada Pasal 54 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.  
6. Asas Pertimbangan Hukum (Racio Decidendi)  
Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan tersebut, memuat pula paal tertentu dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 

















A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan Agama 
Makassar. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan pendapat dan data 
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan 
data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari 
responden, yakni hakim Pengadilan Agama Makassar. Data sekunder, yaitu 
data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari 
Pengadilan Agama Makassar dan Peraturan lainnya ataupun data 
pendukung yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal hasil penelusuran studi 
kepustakaan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik 





a. Studi Pustaka (Library Research)  
Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-data 
dikumpulkan dengan membaca buku-buku atau pun perundang-
undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.  
b. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. 
Penelitian lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: 
(1) Dokumentasi  
Cara mendapatkan data yang sudah ada dan didokumentasikan pada 
instansi yang terkait.  
(2) Wawancara  
Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 
langsung kepada narasumber, dalam hal ini Hakim Pengadilan 
Agama Makassar. 
 
D. Teknik Analisis Data 
 Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu 
dengan menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan yang 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Keabsahan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk 
Takharuj Di Pengadilan Agama 
 Takharuj adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang 
dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar‟i). Dalam hal ini dia hanya 
meminta imbalan berupa sejumlah uang dari salah seorang ahli waris 
lainnya. Hal ini dalam syariat Islam dibolehkan. 
Syariat Islam juga memperbolehkan salah seorang ahli waris 
menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, kemudian diberikan 
kepada ahli waris yang lain atau yang ditunjuknya. Kasus seperti ini di 
kalangan ulama faraaidh dikenal dengan istilah “pengunduran diri” atau 
“menggugurkan diri dari hak warisnya”49 
Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat 
yang mempunyai 4 orang istri. Ketika ia wafat, salah seorang istrinya, 
menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengambil hak waris sekadar 
seperempat dari seperdelapan yang menjadi haknya. Jumlah yang 
diambilnya senilai seratus ribu dirham 
Pembagian warisan dalam bentuk takharuj merupakan bentuk 
pembagian secara damai diantara ahli waris yang mengedepankan prinsip 
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musyawarah dan kerelaan. Tidak berpatokan pada pembagian warisan 2 : 1 
yang telah ditentukan dalam kewarisan Islam tetapi bagian masing-masing 
ahli waris ditentukan berdasarkan kesepakatan dari para ahli waris. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan 
Agama Makassar, Haeruddin. Beliau menjelaskan bahwa dalam hukum 
Islam, pembagian warisan secara damai adalah sesuatu hal ingin dicapai 
sebab Islam sangat menghindari terjadinya sengketa atau perpecahan 
diantara para ahli waris. Untuk itu selalu diupayakan mediasi dalam setiap 
perkara kewarisan yang disengketakan di Pengadilan Agama melalui peran 
mediator.50 
 Pada umumnya masyarakat lebih banyak memilih untuk 
menyelesaikan perkara kewarisannya secara sendiri-sendiri dan 
kekeluargaan tanpa merasa perlu mendaftarkannya di Pengadilan Agama, 
hal ini dibuktikan oleh sedikitnya perkara tentang kewarisan yang terdaftar di 
Pengadilan Agama Makassar setiap tahunnya. 
Sebagian masyarakat juga sudah terlebih dulu mengambil harta 
keluarga mereka sebelum pewaris meninggal dunia. Dengan alasan supaya 
pewaris dapat ikut menyelesaikan dan menentukan pembagian warisan 
dalam keluarganya, padahal syarat-syarat sah suatu warisan dapat dibagi 
kepada ahli waris yakni dengan meninggalnya pewaris, maksudnya 
pewarisan dapat berlangsung setelah pewaris benar-benar telah meninggal 
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dunia. Peralihan harta seseorang yang masih hidup, tidak dapat disebut 
sebagai kewarisan menurut hukum Islam. Peralihan tersebut mungkin saja 
dalam bentuk hibah atau wasiat dan ditujukan kepada siapa yang ia 
kehendaki. Adapun kematian yang dimaksud dimana harta warisannya juga 
secara otomatis ata mutlak beralih kepada ahli warisnya, ialah mati hakiki 
ataupun mati hukmi. 
Yang dimaksud dengan mati hakiki adalah kematian yang dapat 
dibuktikan atau disaksikan oleh orang banyak melalui panca indera. 
Sedangkan yang dimaksud dengan mati hukmi adalah kematian pewaris 
berdasarkan putusan atau ketetapan hakim. Maksudnya secara yuridis ia 
telah meninggal atau orang yang hilang tanpa diketahui keberadaannya. 
Demikian juga halnya tawanan yang tidak diketahui keberadaannya dan 
orang yang murtad dari agama. 
Tabel 1. 
Perkara Kewarisan yang Diselesaikan Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar Tahun 2010 s/d 2013 













Jumlah 12 Perkara 
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 Tabel diatas menunjukkan jumlah perkara yang diselesaikan di 
Pengadilan Agama Makassar dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini 
yakni dari tahun 2010 s/d 2013 perkara kewarisan Islam yang diselesaikan 
hanya sebanyak 12 (dua belas) perkara. Pada dasarnya data mengenai 
jumlah perkara kewarisan yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama 
Makassar sejak tahun 2010 s/d 2013 yang berjumlah 12 perkara, ini terbukti 
bahwa perkara kewarisan ini masih tergolong sedikit bila dibandingkan 
perkara lain seperti perceraian. 
 Hasil wawancara penulis dengan Kamaruddin, hakim Pengadilan 
Agama Makassar. Beliau menjelaskan bahwa  pembagian warisan secara 
damai dalam bentuk tahkaruj secara hukum adalah sah dilakukan selama 
pembagian tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau hasil 
musyawarah diantara ahli waris. 51 
Dalam proses beracara di Pengadilan Agama, menurut Kamaruddin, 
terlebih dahulu diupayakan proses mediasi sebelum masuk kepada pokok 
perkara. Dalam sengketa kewarisan mediator harus mengarahkan kedua 
belah pihak yang bersengketa untuk mencari jalan damai dari permasalahan 
waris. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 
Tahun 2008:52 
Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur 
mediasi yang diatur dalam peraturan ini. 
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Pada PERMA RI, tidak hanya tidak hanya diwajibkan bagi hakim untuk 
mengikuti prosedur mediasi tetapi juga mewajbkan majelis hakim 
memasukkan dalam salah satu pertimbangan hukumnya tentang perkara 
yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan 
menyebutkan nama mediator.53 
Dalam Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, hakim yang 
mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki 
tahap pemeriksaan jawab-menjawab, dianggap melanggar tata tertib 
beracara. Akibatnya pemeriksaan:54 
1. Dianggap tidak sah 
2. Pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum 
Jika kedua pihak yang berperkara menemukan kesepakatan damai 
dengan memilih pembagian dalam bentuk tahkaruj, hal itu adalah sah 
dilakukan sepanjang terjadi kerelaan dan kesepakatan oleh masing-masing 
pihak.  
Menurut Harijah Damis, Hal ini dibolehkan demi tercapainya 
kemaslahatan para ahli waris. Kaidah fikih menjelaskan bahwa apabila 
sesuatau perbuatan hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah hukum 
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Allah. Hakekat maslahat adalah segala sesuatu yang mendatangkan 
keuntungan dan menjauhkan dari bencana.55 
 Pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharuj dipilih selain 
karena adanya sengketa yang terjadi diantara ahli waris, dapat juga dipilih 
sebagai metode pembagian warisan oleh ahli waris tanpa ada sengketa 
sebelumnya. Hal ini dibenarkan selama ahli waris sepakat dan rela untuk 
melakukan pembagian warisan dalam bentuk ini, dan selama masing-masing 
pihak memilih bentuk pembagian tersebut sebagai sesuatu yang adil bagi 
mereka.56 
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 menyebutkan: 
 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menadari 
bagiannya. 
 
 Pasal tersebut telah menjelaskan tentang pembagian warisan yang 
dilakukan secara damai diantara ahli waris setelah masing-masing 
mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima, hal tersebut juga 
menjadi acuan dalam pembagian warisan secara takharuj, dimana 
pembagian secara takharuj dilakukan sesuai kesepakatan guna 
menghasilkan perdamaian dan dapat dilaksanakan sekalipun tanpa didahului 
oleh sengketa atau perselisihan terlebih dulu 
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 Wujud pelaksanaan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama 
dapat berupa perkara gugatan atau sengketa dan dapat pula melalui 
pembagian warisan diluar sengketa. Untuk wujud pembagian harta warisan di 
luar sengketa di Pengadilan Agama didaftarkan melalui permohonan 
pertolongan pembagian harta warisan di luar sengketa (P3HP), dimana 
proses pembagiannya dibantu oleh ketua Pengadilan Agama.  
 Pembagian dalam bentuk tahkharuj ini menurut Khadijah Rasyid, 
bukan dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari aturan pembagian yang 
telah di tetapkan dalam al-Qur‟an dan Kompilasi Hukum Islam tetapi untuk 
memberikan bagiannya kepada masing-masing ahli waris berdasarkan hasil 
musyawarah mereka yang membuat kesepakatan tersebut setelah mereka 
telah mengetahui bagian mereka yang seharusnya diterima. Sebab 
dibolehkannya pembagian warisan dalam bentuk ini juga semata-mata untuk 
kemaslahatan dari ahli waris.57 
 
B. Kelebihan dan Kekurangan Dari Pembagian Warisan Secara Damai 
Dalam Bentuk Takharuj Di Pengadilan Agama 
Dalam pelaksanaan pembagian warisan secara damai dalam bentuk 
takharuj di Pengadilan Agama tentu tidak terlepas dari kekurangan dan 
kelebihan yang ada di dalamnya. Kekurangan dan kelebihan ini juga yang 
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dapat dijadikan pertimbangan oleh para ahli waris dalam menentukan cara 
pembagian warisan. 
Pada contoh perkara kewarisan dengan putusan Nomor 
1379/Pdt.G/2013/PA MKs. Dalam perkara tersebut penggugat seorang laki-
laki dan perempuan yang keduanya merupakan anak kandung pewaris, yaitu 
penggugat I dan penggugat II menggugat harta warisan mereka terhadap 
seorang ahli waris lainnya yang menjadi tergugat, sebab seluruh harta 
warisan dikuasai oleh tergugat. Perkara tersebut diajukan di Pengadilan 
Agama Makassar. Tergugat juga merupakan anak kandung laki-laki dari 
pewaris. 
Pada proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, kedua pihak 
sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan mengadakan perdamaian. 
Kedua pihak sepakat atas pembagian harta warisan pewaris dengan rincian 
sebagai berikut: 
Bagian Pihak I (Penggugat I) 
Sebidang tanah darat terletak di jalan Dusun Bentenge, Kelurahan Bonto 
Mate‟ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, seluas kurang lebih 379 M2 
(tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), sebahagian dari sertifikat Hak 
Milik Nomor 00533/Bonto Mate‟ne, Surat Ukur Nomor 00396/2003, tanggal 
02-09-2003 dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Tanah Daeng Cupe 
Sebelah Barat  : batas tanah/sawah 
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Sebelah Selatan  : Rencana jalanan 
Sebelah Timur  : Tanah H.Rudding Pammase 
Bagian Pihak II (Penggugat II) 
Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya di jalan 
Bung lorong 7 Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh 
delapan meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 22455, Tamalanrea 
Jaya, Surat Ukur Nomor 1646/Tamalanrea Jaya/2009, dengan batas-batas 
sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Tanah milik Baso 
Sebelah Barat  : Tanah/rumah Dg. Mammu 
Sebelah Selatan  : Tanah Daeng Ngitung 
Sebelah Timur  : Tembok Batas Perumahan  
Disamping itu, guna mengganti bagian bagian warisan Tergugat, maka 
Penggugat I dan II memberikan uang kontan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua 
puluh juta rupiah) kepada Tergugat. 
Pada perkara tersebut, mediator berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak dalam proses mediasi. Masing-masing pihak menggunakan 
kesempatan mediasi dengan baik untuk bermusyawarah dan mencari jalan 
keluarnya tanpa harus meneruskan perkara di Pengadilan Agama. Kedua 
pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara kewarisan secara damai dalam 
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bentuk takharuj dimana pihak Tergugat mengundurkan diri dari hak warisnya, 
dan sebagai gantinya ia diberikan sejumlah uang tunai dari Pihak I dan II.  
Hasil perdamaian tersebut yang diserahkan oleh mediator kepada 
hakim, dan hakim membacakan hasil perdamaian yang mereka sepakati dan 
memasukkan hasil tersebut kedalam putusan akta perdamaian. Masing-
masing pihak merasa puas dan perkara dapat terselesaikan dengan damai.  
Perdamaian yang terjadi seperti pada contoh perkara tadi menurut 
Haeruddin, merupakan salah satu kelebihan dari pembagian dalam bentuk 
takharuj dimana perselisihan yang ada dapat segera dihentikan dan masing-
masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar terbaik dari 
masalah kewarisan yang mereka hadapi. Harta warisan dapat dibagi kepada 
masing-masing ahli waris sesuai dengan yang telah mereka sepakati dan 
musyawarahkan bersama dan harta warisan dapat langsung dimanfaatkan 
dan dinikmati untuk kepentingan keluarga.58 
Muh.Iqbal menjelaskan juga bahwa kelebihan dari pembagian warisan 
secara damai dalam bentuk takharuj yang dilaksanakan di Pengadilan 
Agama adalah menghindari terjadinya perselisihan diantara para ahli waris 
dikemudian hari, sebab semuanya telah diselesaikan dalam suatu 
kesepakatan dan kerelaan sesuai yang diharapkan masing-masing pihak 
serta disahkan oleh putusan Pengadilan Agama.59 
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Sebab terkadang ahli waris merasa pembagian warisan berdasarkan 
pengaturan hukum Islam dengan perbandingan laki-laki mendapat dua 
bagian, perempuan mendapat satu bagian dianggap tidak adil. Sebagai 
contoh: seorang anak laki-laki menuntut pendidikan atau dengan kata lain ia 
disekolahkan oleh orang tua dengan mendapat dua bagian dari warisan, 
sementara seorang perempuan yang dinikahkan lebih awal mendapat satu 
bagian. Jelas saja hal tersebut dirasa tidak adil jika dilihat dari jumlah dana 
yang dikeluarkan untuk keduanya. Dan biasanya hal tersebut menimbulkan 
perselisihan. 
Disamping itu dari segi biaya yang dibutuhkan, penyelesaian perkara 
kewarisan secara damai ini tidak memerlukan biaya perkara sebesar biaya 
perkara apabila perkara dilanjutkan. Hubungan silaturrahim diantara keluarga 
pun dapat terjalin dengan baik kembali seiring perdamaian yang dilakukan 
dalam bentuk takharuj ini. Hal itulah yang menjadi tujuan pewaris yang 
berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak dan 
keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan silang sengketa.  
Dari gambaran perkara di atas, pembagian warisan yang dilakukan 
dimana salah satu ahli waris mengundurkan diri dari menerima warisannya 
dibenarkan meskipun pembagiannya tidak mengikuti aturan pembagian 
warisan dalam hukum Islam. Kekurangan yang harus dilengkapi menurut 
Harijah Damis, perlu disebutkan pada pasal-pasal perdamaian tentang 
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kedudukan dan besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum 
kewarisan Islam terlebih dahulu. 
Apabila dalam pembagian yang disepakati terdapat ahli waris yang 
menerima kurang dari porsi bagiannya seperti pada contoh perkara tadi, 
seharusnya ada pernyataan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris 
lain, sebab kerelaan adalah syarat dalam transaksi bermuamalah, termasuk 
pembagian harta warisan.60 
Penyebutan kedudukan dan besarnya porsi bagian masing-masing 
ahli waris dalam akta perdamaian merupakan salah satu bentuk sosialisasi 
tentang hukum kewarisan Islam. Putusan hakim khususnya perkara warisan 
paling tidak dibaca oleh pihak yang bersengketa, sehingga yang 
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1. pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharuj yang 
dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar adalah sah dan boleh 
dilaksanakan sepanjang masing-masing pihak atau ahli waris 
menyepakati dan ihklas tanpa paksaan dalam proses pembagian 
warisan tersebut. Hal ini dibenarkan demi kemaslahatan diantara para 
ahli waris. 
2. Kelebihan dalam pembagian warisan secara damai dalam bentuk 
takharuj adalah merupakan kesepakatan bersama para ahli waris 
sehingga setelah putusan damai dibacakan oleh hakim bisa dipastikan 
tidak akan ada lagi perselisihan berikutnya mengenai harta warisan 
tersebut sebab ahli waris sendiri yang menentukan dan menyepakati 
pembagian warisan dalam bentuk tahkaruj tersebut. Pembagian 
warisan pun dapat segera dilaksanakan dan harta warisan segera 
dimanfaatkan untuk kebutuhan ahli waris. 
Adapun kekurangannya pada pasal-pasal perdamaian seharusnya 
disebutkan kedudukan dan bagiannya dari masing-masing ahli waris 
terlebih dahulu sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Setelah 
disepakati terdapat ahli waris yang mengundurkan diri atau menerima 
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bagian yang kurang, maka harus ada pernyataan rela menyerahkan 
bagiannya kepada ahli waris yang lain. Karena ini merupakan syarat 
dalam transaksi muamalah. 
 
B. Saran 
1. Dalam proses mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama 
sebaiknya mediator benar-benar menjalankan fungsinya untuk 
mendamaikan pihak-pihak yang berperkara mengenai harta warisan, 
agar ahli waris dapat berdamai dalam pembagian harta warisan. 
2. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum 
waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi 
Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan khususnya 
mengenai takharuj agar masyarakat mengetahui lebih jelas tentang 
hukum kewarisan Islam 
3. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan 
khususnya yang berkenaan dengan pembagian warisan secara damai 
dalam bentuk takharuj, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait 
agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk 
memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran 
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